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Abstrak
 

Teknologi finansial peer to peer lending menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat khususnya pelaku

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ingin mencari modal namun tidak memiliki akses untuk

mendapat pinjaman dari bank konvensional. Demand yang tinggi serta Imbal hasil yang besar membuat

layanan ini diminati banyak investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kepastian hukum

pada regulasinya serta menganalisa mengenai Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi yang terjadi

didalam mekanisme peer to peer lending terhadap tingkat penyalurannya.. Metode penelitian dilakukan

dengan menggunakan pendekatan Post-Positivist dan teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan

dengan menyajikan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membandingkan serta menganalisis

nilai transaksi peer to peer lending sejak sebelum dan setelah diberlakukannya regulasi pajak dan

menganalisa aspek certainty pada regulasi yang berlaku melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian

ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan menunjukkan bahwa pengenaan pajak tidak menurunkan nilai

transaksi peer to peer lending di Indonesia. Kemudian dalam menganalisa asas certainty pada PMK 69

Tahun 2022 diketahui bahwa regulasi pajak peer to peer lending di Indonesia telah memenuhi asas kepastian

hukum. Namun regulasi pajak yang mengatur hanya terbatas kepada platform resmi sehingga masih terdapat

dispute pada mekanisme pajak pada platform ilegal dengan borrower yang berstatus orang pribadi sehingga

tidak dapat melakukan pemotongan pajak.

......Peer to peer lending financial technology is one alternative funding for the community, especially Small

and Medium Enterprises (SMEs) who looking for fund but don’t have access to loans from conventional

banks. High demand and large returns make this service look attractive for many investors. This study aims

to analyze aspects of legal certainty in the regulation and the analyze the impact of Income Tax (PPh) on

transactions that occur in the peer to peer lending mechanism. The research methods was conducted with a

Post�Positivism approach and qualitative data analysis technique. The analysis was carried out by presenting

statistical data from the Financial Services Authority (OJK) to compare and analyze transaction values

before and after the enactment of tax regulations and analyze certainty aspects of applicable regulations

through in-depth interviews. The results of this study indicate that after being carried out, it shows that the

imposition of taxes does not reduce the value of peer to peer lending transaction in Indonesia. Then, in

analyzing the principle of certainty in PMK 69 of 2022, supported by in-depth interviews, it is known that

peer to peer lending tax regulations in Indonesia have met the principle of legal certainty. However, the tax

regulations that regulate are only limited to official platforms, so there are still disputes on the tax

mechanism on illegal platforms with borrowers who are private person status so they cannot withhold taxes.
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